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SALINAN PUTUSAN
Nomor : 488/Pdt.G/2015/PA.Tbh

a5 (a1 ) oy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Parit Penyirok Desa Sungai Danai
Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir

sebagai " Penggugat";

Melawan
TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal
Parit Penyirok Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau

Burung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat

dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatannyatertanggal 25
Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan Nomor : 488/Pdt.G/2015/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-Istri sah, menikah pada
tanggal 05 September 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/002/X/2011, tertanggal 03
Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
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2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami Istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai
seorang anak bernama Syara, umur 3 tahun dan anak tersebut dalam
asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagai suami-Istri, bertempat tinggal rumah
orangtua Penggugatdi Sungai Danai hingga pisabh;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :

- Masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak dapat
memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

- Tergugat telah menjalin hubungan cinta dan selingkuh dengan
perempuan lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugatdengan Tergugat
terjadi pada bulan Oktober tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai
sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 10
bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat dan juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah
diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga
Penggugat dan  Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dengan
Penggugattidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan
Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,
agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Apabila gugatan sayaini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah
dilaksanakannya pernikahan tersebut;

4. Membebankan biaya perkara menuruthukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Tergugat tidak
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 488/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal
04 September 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan
yangsah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan
Tergugat sebagai suamiisteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat
dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di
persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

— Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/002/X/2011 , yang aslinya

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung,
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Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 03 Oktober 2011 yang telah
dinazagelen dan telah dileges oleh Wakil Panitera serta dicocokan
dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. Alat bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Parit Penyirok RT.003/RW.001 Desa Sungai
Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi
adalah ayah kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang
menikah pada tanggal 05 September 2011 di KUA Kecamatan Pulau
Burung Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal bersama di
rumah orang tua Penggugatdi Sungai Danai hingga pisah;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga,
Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada
Penggugatdan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dan selingkuh
dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat
dengan Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun

kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak
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berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;

2. Saksi ll, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Parit Penyirok RT.003/RW.001 Desa Sungai
Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi
adalah tetangga Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang
menikah pada tanggal 05 September 2011 di KUA Kecamatan Pulau
Burung Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugatdi Sungai Danai hingga pisah;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga,
Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada
Penggugatdan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dan selingkuh
dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat
dengan Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun
kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak
berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat

dengan Tergugat;
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Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan
dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti
lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan
menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama
Tembilahan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta
peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka gugatan Penggugat
adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama, oleh
karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan
dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula
terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun
dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke
persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini
dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke
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persidangan namun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar
dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
tahun 2008 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi,
namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan
sejak bulan Januari tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan masalah kebutuhan ekonomi
rumah tangga dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak
kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin cinta dan selingkuh dengan
perempuan lain dan puncaknya pada bulan Oktober tahun 2013 Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang lebih kurang 1 (satu)
tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis
“P” dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P” yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah
dimeterai cukup dan telah dileges oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama
Tembilahan, kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P” tersebut telah memenuhi
persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan
yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah
memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus
dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Penggugat
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam
perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat

dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang
diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedu a
orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing
telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan persidangan dan
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara
hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan
saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak
harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah
kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugattidak dapat memberikan nafkah
secara layak kepada Penggugatdan Tergugat telah menjalin cinta dan selingkuh
dengan perempuan lain dan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan
lamanya dan Penggugat sudah pernah dinasihati agar rukun kembali membina
rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan kedua saksi juga
telah memberikan keterangan yang mana saling bersesuaian dan saling
menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu
sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga
secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat,
serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim
menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang
sah sejak tanggal 05 September 2011 sampai sekarang dan belum pernah
bercerai;

- Bahwadari pernikahan Penggugatdengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang
anak;

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak
dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat

telah menjalin cinta dan selingkuh dengan perempuan lain;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai
sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dan sejak
berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah diupayakan dinasihati agar rukun kembali
membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai
pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
dan damai lagi dalam membina rumah tangga (onheellbaare tweespalt);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
dapat dilihat dari fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya serta upaya
penasihatan dalam rangka merukunkan telah dilakukan baik oleh pihak keluarga
maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan

Tergugat yang telah pecah tersebut dengan tidak lagi mempertimbangkan dari

pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat

dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak
dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an

Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “mewujudkan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Bahkan jika perkawinan

Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat

menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan
mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah figih
menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

Aiad Gla e adie auldall ¢y

Artinya :“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat’;
Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan
pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang Majelis Hakim
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ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi
sebagai berikut:
Bl ) dilh e ) ade Bl Leas 3l An g3l Ae ) o 20 i U3
(ploal!
Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada
suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada
isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa
alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam
pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan
dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu,
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang

dijatuhkan adalah thalak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar
yang telah disediakan untukiitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang
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Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara ini;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan
salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk
dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulga'dah 1436 H, oleh kami Drs. MOH.
NUR, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. SYUKRI dan RIKI
DERMAWAN, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL
AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. MOH. NUR, M.H.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs. M. SYUKRI RIKI DERMAWAN, S.H.l.
Panitera Pengganti,
ttd

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. BiayaPendaftaran : Rp. 30.000,-
2. BiayaProses . Rp. 50.000,-
3. BiayaPanggilan : Rp. 800.000,-
4. BiayaRedaksi . Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah . Rp 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tembilahan, 11 September 2015
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

LUKMAN, S.Ag
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